
 
 

 
 

 

WALIKOTA TEGAL 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR  67  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL 

 
Menimbang : a.  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 perlu 

dibentuk Peraturan Walikota Tegal tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012; 
    
  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Tegal tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 

Tahun Anggaran 2012; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

    
  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

    
  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  551); 

    

   4. Undang-Undang . . . 
 

 

SALINAN 
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  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
    

  5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    
  6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

    

  7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    

  8.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    
  9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
    
  10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

   
11. Undang-Undang . . . 
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  11.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  12.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

    

  13.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
    

  14.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

    

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3321); 
    

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 4028); 
    

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4659); 

   
18. Peraturan . . . 
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  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
    
  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

    

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

    

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
    

  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

    
  23.  Peraturan Pemerintah Nomor  57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

    

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

    
  25.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
    
  26.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

   
27. Peraturan . . . 
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  27.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
    
  28.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan 
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara 
Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 

    

  29.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    
  30.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

    
  31.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

    

  32.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 
    
  33.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan Pengundang dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

    
  34.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 

Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Tahun 1989 Nomor 4); 
   

35. Peraturan . . . 
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  35.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 

    

  36.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

    

  37.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17); 
    

  38.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Tegal Tahun 2009–2014 (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 6); 
    

  39.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota  Tegal Tahun 2011 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 
Nomor 3); 

    

  40.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tegal Nomor 4); 

    

  41.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tegal Nomor 7); 
    

  42.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 

Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 8); 
    

  43.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tegal Nomor 9); 
    

  44.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Tegal Nomor 10); 

    

  45.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11); 

   
46. Peraturan . . . 

 



 - 7 - 

  46.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 
Nomor 13); 

    

  47.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 5); 

    
  48.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

    
  49.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah; 
    

  50.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa 
Tengah; 

    
  51.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

    
  52.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial ang 

bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan 

Sosial ang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

    

  53.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Tegal 

(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Tegal Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Tegal 

(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 18); 
   

54. Peraturan . . . 
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  54.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota 
Tegal Tahun 2008 Nomor 35); 

    

  55.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota 
Tegal  (Berita  Daerah  Kota  Tegal  Tahun 2009 
Nomor 1); 

    

  56.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 41 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota 
Tegal Tahun 2012 Nomor 41); 

    

  57.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tegal 
Tahun 2012 Nomor 53); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

 

 Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah 
Rp.591.094.858.000,- (lima ratus sembilan puluh satu milyar sembilan 
puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah 

sejumlah Rp.39.164.134.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus enam 
puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi 
Rp.630.258.992.000,- (enam ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh 

delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Belanja 
Daerah semula berjumlah Rp.600.013.795.000,- (enam ratus milyar tiga 

belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah 
Rp.37.850.188.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta 
seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi 

Rp.637.863.983.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus 
enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan . . . 
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a. Pendapatan  

 1. semula Rp. 591.094.858.000,- 

 2. bertambah/(berkurang) Rp.   39.164.134.000,-   

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 630.258.992.000,- 
 
 

b. Belanja  

 1. semula Rp. 600.013.795.000,- 

 2. bertambah/(berkurang) Rp   37.850.188.000,- 

  Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 637.863.983.000,- 

 Surplus/( Defisit ) setelah Perubahan Rp.   (7.604.991.000,-)  

 
 
c. Pembiayaan 

 1. Penerimaan  

  a) semula Rp. 39.431.892.000,- 

  b) bertambah/(berkurang) Rp 33.884.935.000,- 

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  73.316.827.000,- 
 

 2. Pengeluaran  

  a) semula Rp. 30.512.955.000,- 

  b) bertambah/(berkurang) Rp 35.198.881.000,- 

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.   65.711.836.000,- 

 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan  Rp.    7.604.991.000,- 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.                       0,- 

 

Pasal 2 

 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 . . . 
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Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  15  Oktober  2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 

 
EDY PRANOWO 

 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 67 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tegal.  

 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal  15 Oktober 2012                  

 

WALIKOTA TEGAL, 

ttd 

IKMAL JAYA 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
 

ttd 

 
BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


